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BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa Alokasi Dana Desa {ADD} sebagai dana bagi hasil clari
Pemerintah Ilaerah Kabupaten Halmahera Barat keparla
Pemerintah lfesa sebagaimana amanat undang-unclang Nomor 6
tahun 2al4 tentang Desa sebagai upaya pembangunan dan
pemtrerdayaan masyarakat desa ;

bahwa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa {ADD) perlu diatur
kedalam prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yang

tertuang dalam Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa;

bahrva berdasarkan p*i-timbangan setragaimana dims-ksurl parla
lrurni=ri dari huruf i:, p+rt-r rnenetepkan }lerrrturi-rn Bupati tenlang
P*lunjuk ?eknis Pengetrolaar: Aicka*i r)$_ric Dr=sa {Allr}} Idabupa{-err

Ha.lmahcra Harlit Tahun Anggaran ?021;

Undang-undang Nomor 4G Tahun lggg Tentang
Pemtrentukan Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi

Maluku Utara;
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor a286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2CI44 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentangl

Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jaw"ab Keuangan

Negara;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang llesa

(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

5a95);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara RepuLrlik indonesia

Tahun 2AM Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2A tentang .Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahr-rn 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau rlalam

::angka Menghadapi Ancaman yang Membahavakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabrilitas Sisterrr

Keuangan menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2A2O Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor55i6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 teritang Dana

Perimbangan;

10. Undang-undang nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pnsat dan Daerah;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten lKota;
1.2. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2AM tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) Junto peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nornor 4T Tahun 201s
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Repubrlik
Indonesia Nomor 4s rahun zal4 tentang peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20is
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik
Indonesia Nomor 57lZ);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2ot4 tentang Dana Desa yang Bersulmber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun Zag Nomor 168, Tambahan Lemhraran
Negara Republik Indonesia Nomor Sssg) Junto peraturan

Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun z01s
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 5o
Tahun 2a14 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor gg,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor"

5594) Junto Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas pemerintah Nomor 60 Tahun
2474 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuhlik
indonesia Tahun 2a16 Nomor sr, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5S6a ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2alg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6322] ;

15. Peraturan Presiden Republik Inrlonesia Nomor I04 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran pendapatan Dan Belanja

Negara;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2a rahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor na rahun 2019

tentang Perubahan Atas Peratura.n Menteri Daiam Negeri

Nornor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk

Hukum Daer:ah;
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lS.Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2o2z tentang penetapan

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
l9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l4s rahun zozs

tentang Pengelolaan Dana Desa;

2o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun zoza
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran

dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2O24;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2an tentang perubahan atas peraturan Daerah
Nomor 6 Tahr-rn 2016 tentang pembentukan dan susunan
organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2Z.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 20 tahun zo2l
tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A. Tahun 2CI21

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

24.Peratllran Daerah Kabupaten Harmahera Barat Nomor 01

Tahun 2a24 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran zaz4;

25. Peraturan Bupati Halmahera Ba-rat Nomor 01 Tahun za24
tentang Fenjal:aran Anggaran pendapatan c1*.n Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2GZ4;

Menetapkan

IUEMU?USKAN :

PERATURAN RUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

AI,OKASI DANA DESA (ADD) KABUPATBN HALMAHBRA I]ARAT
TAHUN ANGGARAN 2A24.

BAI3 i

I(etentuan Umum

Pasal 1

Ilalam Peraturan Bupati ini, Srang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelengg,araan urusan pemerintah oleh

Pernerintatr Daerah dan DPRD rnerr"urr.rt asas otonorni dan tugas pcrnbcntukan
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dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

daiam Undang-undang dasar Negara Repr-rb1ik indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala l)aerah Lreserta Perangkat I)aerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Bupati adaiah Bupati Halmatrera Earat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seianjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rak_vat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flalmatrera llarat.

7. Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Pemerintahan L)esa {DPMPD) adalah

Dinas Pemberdayaan Mas-1.s1skr1 dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Halmahera Barat;

8. Badan Keuangan clan Aset lJaerah {BKAD) adalah Badan Keuangan dan Asel

I)aerah Kabupaten l{almahera Barat;

9. Kecamatan adalah Wila3zah Ke{a Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Halmahera Barat.

10" Camat adalah Kepala Kecarnatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupert-en

Halmahera Rarat.

11. Desa aclalah kesatuan masyarakat hi:kum yang rnemiliki batas-batas wilaynh

yang beru'enang untuk mengatur dan mengurus kepentingan mast'arakat

setempat, berdasarkan asal-usul setempat _1zang dinkui dan clihormati daiarn

system Pemerintahan Negara Kesaluan Republik Indonesia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepaia

Desa dan perangkat.

13. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat L)esa sebagai unsur

Penyelenggara PemerintahanD e sa.

14.Kepala Desa adalah pernimpin Pernerintahan desa yang bennenang, berhak dan

tlerkeuajiban menyelenggarakan urusan rurnah tangga sendiri dalam hal

pemerintahan, pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat.

15.Badan Per:nusyanr,'aratan Desa yang selanjutnya diseLrut BPD adalah lembaga

yang melaksanakan lungsi pemelintahan _v-ang anggotanya merupakan r,,",'akil

dari penduduk Desa berclasarkan keterwakilan rvilavah clan diteLtpkan secara

demokratis.

l6"Peraturan Desa/peraturan ]'ang setingkat aclalah peraturan perun<lang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibatias dan disepakati

trersama l3adan Permus)rar.varatan l)esa"

lT.Keputusan l)esa adalah Keputusan Kepala Desa _yang berkedudukan hckurn

diba'*,ah Peraturan Desa bersifat menetapkan rialarn peiaksanaan

Peratr-rranDesa.

18,Alokasi Dana Desa _vang selaniutnya disebut ADD adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagiar:

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oieh l)aerah setelah

dikurangi l)ana Alokasi Kttusus.



6

l9.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perellcanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban

dan pengawasan keuangan desa.

20.Anggaran Pendapntan dan Belanja Desa selanjutnva disebut APBDesa adalatl

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati

bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Per:nusyannaratan l)esa dan

ditetapkan dengan Peraturan lJesa.

2l.Pemegang Kekuasaan pengek:laan keuangan desa adalah kepala desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan men_yelenggarakan keselumhan

pengelolaan keuangan desa.

22.Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD

adalah perangkat desa yang ditun-juk oleh Kepala Desa untuk rnelaksanakan

pengelolaan keuangan desa.

23.Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungjarvabkan keuangan desa daLam rangka pelaksanaar:

APBDesa.

24.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan

l)esa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

rnembayar seluruh pengeluaran l)esa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

Pelaksanaan

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran ii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Petunjuk Teknis Pengeloiaan ADf), terdiri dari :

I. LATAR BtrI,AII-ANG;

Ii. MAKSUD DAI{ TUJUAN;

iil" RUANG I,INGKUP:

A. I'trRtrNCANAAN ADD;

B. PtrNGORGANISASIAN

C. PtrLAKSANAAN ADD;

D" MtrKANISME PENYALURAN DAN PtrNCAIRAN ADD;

E. PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN ADD;

F. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PtrLAPORAN ADD;

G. PENGAWASAN ADD;

ff. PtrNANGAI\AN PtrRMASALAHAN ADD;

V. SANKSI;
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\,TI.

KETBNTUAN LAIN-LAIN;

PtrNUTUP.

Pasal 4

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur iebih 1anjut
dengan Keputusan Br-rpati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur
mengenai Petunjuk Teknis Alokasi Ilana l)esa dinyatakan dicabut elan tidak berlaku
iagi clan seianjutnya mengacu pada pelaturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada ta;rggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan peratllran

Bupati ini dengan menempatkan dalarn Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal I 2A24

BUPATI BARAT,

Diundangkan di Jailolo

pada tanggal I Tzbr,rr..ri 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATtrN HALMAHERA BARAT

aE m&" K&B UP&.T'EX{ i{*.t&fl ih+IEg.&. A&&.&T T.&HUN HQ?. e

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag. Hu & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Jason

TV /a

Ass.Bid. Pem dan Kesra

Kabag.Hukum & Organisasi

JAMES UANG

Nip. 19730i28 2006 04 1 009

NOMOft 6



LAMPIRAN i : PERATURAN BUPATI HALMAI{ERA BARAT NOMOR ..6... ,IXIUN 2024
TANGGAL !..t-zkgri 2A24

TEIITAIIG : PEDOMAN PEilGELOLAAII ALOKASI DANA DESA (ADD]

I. LATAR BELAI{AITG

Dalarn rangka upaya peningkatan pelayanan dasar clan

pemberctayaan masyarakat maka pemerintah desa sebagai unit
pemerintahan terdepan .r'arlg berhubungan langsung dengan nlasvarakat

perlu didukung clana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tridang

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat.

Pengalokasian dana Alokasi Dana Desa {ADD) sehagai salah satn

nttjud pemenuhan hak l)esa dalarn pen-velenggaraan Otonomi Desa adalah

upaya untr-rk menclorong peningkatan kinerja pemerintahan desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat _yang disesuaikan

dengan kondisi mengikuti perkembangan pertrimbuhan desa itu sendili

berdasarkan keanekaragaillan, partisipasi, otonomi as1i, demokratisasi dan

pemberda.vaan rnasyarakat dalam kerangka kesatuan sJ,stern

penyelenggaraan Negara Kesatuan Reputrlik Indonesia.

MAKSI'D DAtr TUJI'AN

A. M^AXSUD

Maksucl diberikan ADD adalah untuk rnembiayai program

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan nlas.yarakat.

ts. TUJI'AII.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Memperbaiki tingkat kese.jahteraan Pemerintah lJesa

'2. Menangguiangi kemiskinan dan mengllrangi kesenjangan

3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pembangllnan infrastruktur perdesaan.

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial br-rdaya

dalam rangka psrysjudkan peningkatan sosial;

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Meningkatkan pelayanan mas_varakat daiam rangka rnengembangkan

kegiatan sosial dan ekonomi mas.yarakat;

il.

4.

5.

5.

7.

8
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8. Mendorong peningkatan kesrvadayaan dan gotong-rovong

masyarakat;

9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan

Usaha Miiik l)esa (BUMDes).

NI. RUANG LINGKUP

A. Perencanaan

1. Ketentuan Umum

a. Tata Cara Pembagian dan Penetapan AIID

ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan

rumus berdasarkan asas merata dan adil :

- Asas rnerata adalah bagian ADD vang sama besamva untuk
setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa

Minimum (ADDM).

- Asas Adii adalah bagian ADD yang besarnva dibagi secara

proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai Bol:ot Ilesa

(BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel :

Jumlah Penduduk, Lu.as Wilayah Desa, keterjangkauan desa

keKabupaten dan jnmlah Keiuarga Miskin yang selanjutnva

disebut Alokasi l)ana Desa Proporsional (ADDP)

ISerdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnva

Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa

Proporsional {ADIIP).

ADD ={ADDM + ADDP)

Besarnya prosentase perbanclingan antara asas adil dan

merata ditetapkan sebagai berikut :

1) Aiokasi Dana Desa Minimum {ADDM} ditetapkan sebesar g5?6

dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan rlibagi

sama besar untuk semua Desa.

2\ Alokasi Dana Desa Proporsional {ADDP) ditetapkan sebesar

5o/" darijumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi

berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
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b. Sumber Anggaran ADD

ADD bersumber dari dana peri*bangan pusat dan dae.ah
yang diterima oleh Kabupaten Halmahera Fiarat seteiah dikurangi
DAK dikaljkan 10 Yo (sepuiuh per seratus).

c. Penghitungan besaran addx {add tiap-tiap desa}.

1) Rumus Penghitungan ADD

Rumus ADD -yang dipergunakan untuk menghitung
besarnya AllD untuk setiap clesa sebagai berikut :

I ADD : :(ADDM + ADDP")

HetelAnqan :

AIIDx Aiokasi Dana Desa x

ADDM : Alokasi Dana nesa Minimal iperolehan nesa sama)

sebesar'95%,

ADriP Alokasi l)ana lle sa proporsionai {berclasarkan
kcefi siensi variabel-variabel setresar 5y").

2). Formula penerimaan ADD Lragi Desa :

ADD : (ADDM + BDx (ADDP.)

BDx adalah Nilai Bobot Desa iBD) pada Desa x

3). Rr-imus Penetapan Niiai Bobot Desa {BDx} Desa x

BDx: a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4

al, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masirg-masirrg

variabel

KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

a) Rumus koeiisienVariatlel Desa x

(1) KV Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa
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Jumiah l'enduduk Miskin Desa se-kab

{'2) KV Jurnlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa se Kab.

(3) KV. Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa

.Jumiah l,uas Wilayah Desa se Kab

l4J KV Keterjangkauan Desa

.Iarak Desa ke Kab

Jumiah Jarak l)esa ke Katr.

4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel
Notasi

Variabel

Notasi

Bobot
Bobot

a. Jumlah Penduduk v2 a'2 0,10

a. Kemiskinan V1 a1 0,50

b. Luas Wila.yah V3 a3 0,15

c. Keteq'angkauan Desa v4 a4 0,25

Jumlah 1

5). Sumber Data Variabel

a) Data Kemisikinan adatrah jumlah pendud.uk miskin rli Desa

bersumber dari masing-masing Kecarnatan/Data
kementerianf lembaga yang menangani urusan pernerintah

di bidang statistis/ Dinas Sosial, pemberdayaan per.empuan

dan Perlindungan Anak( Data ini mewakili kemampuan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang

ekonomi, pendidikan dan kesehatan).

b) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk t)esa

bersumber dari data KecamatanlData
kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah

di bidang statistik/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Flalmahera Barat.
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cl Data l-uas wilavah adalah luas wilarrah Desa berdasarkan

data /Dnta kementerian/lembaga yang menangani urusan
pemerintah di bidang staListik .

d) Data Keterjangkauan Desa arlalah Jarak Desa keKabupaten

trerdasarkan data Kecamatan.

B, Pengorganisasian

Ciuna menunjang Pelaksanaan ADD dibentuk Tim sebagai berikut :

1. Tingkat F-asilitasi tingkat Kabupaten.

Tim fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan keputusa.n Bupati teldiri
dari pejabat dan staf satuan kerja pemerintah daerah {SKPD) terkair clan

mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sosjalisasi pedoman umum, ketrijakan clan iriformasi
mengenai ADD.

tr. Menetapkan besaran ADD ,vang diterirna Desa Lrerdasarkan illrlusan
-yang telah ditetapkan.

c. Meiakukan fasilitasi penyaiuran ADD

d. Melakukan kegiat.an pembinaan, monitoring secara sampling

berdasarkan laporan dari Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD;

e. Melakttkan fasilitasi pemecatran masalah dalam pelaksanaan ADI)
f. Membantu Tim pendamping kecamatan Tim Pendamping kecamatan

clalam memberikan pelatihan.orientasi kepada Tim Pelaksana Desa

g. Memberikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupali.

Tirn fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pimpinan rlan stal

SKPD ; Para Asissten, Para St_af AhU, DPMPI), inspektorat, BPKD, Bp3D,

Bagian Hukum dan Organisasi setcla Kab. Hahrahera Barat.

2. Tim Pendamping tingkat Kecamatan

Tim Pendamping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdii
rlari Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Keputusan Br-rpati

Flalmahera Rarat, rnempunli ai tugas sebagai brerikut:

a. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD

b. h{emverdikasi dan merekapitulasi rencana penggllnaanlRAl3 ADI)

c. Memfasi.litasi upaya pemecahan rnasalah clalam pelaksanaan ADD;

d. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD;

3. Tim Peiaksana Tingkat l)esa

a. Kepala Desa selaku PKPKD mempllnyai kev,'enangan:

e menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

. menetapkan kebijakan tentang pengeloiaan barang milik Desa;

r melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APB Desa;

. menetapkan PPKD;

. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAI;
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. menyetujui RAK Desa; dan

. menyetujui SPP"

b. PPKD yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa:
1.1 Susunannya terdiri alas:

a. Sekretaris Desa sebagai koordinator;
1. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana anggaran clan dapat_

dibantu oleh Tim ; dan

2. Kaur keuangan sebagai Bendahara.

2.2 Tugas Sekretaris lJesa :

a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
ketlijakan ApB lfesa;

b. Mengoordinasikan penyusunan ranca'gan ArrB Desa clan
rancangan perubahan ApB Desa;

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peratura,
Desa tentang ApB Desa, perubahan ApB l)esa, dan
pertanggungjarn aban pelaksanaan ApB l)esa ;

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala l)esa tentang penjabaran ApB Desa dan perubal:an

Penjabaran APB Desa;

e- Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yan{,

menjalankarr t_ugas ppKD; dan
f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa

dalarn rangka perlanggungjawaban pelaksanaan ApB f)esa.
g. Melakuka, veri{ikasi terhadap DpA, DI}PA, dan I}pAI_;

h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; clan

i. Melakukan verifikasi terhaclap bukti penerirnaan tlan
pengeluaran APB Desa

3.3 Tugas Kaur dan kasi pelaksana kegiatan :

a Melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b" Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnva;

c. Mengendalikan kegiatan sesuai hirlang tugasnya;

ri. Menyusun DPA, DppA, dan DpAl, sesuaibidangtugasnya;

e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengarr penveriia

atas perigadaan barang/iasa untuk l<egiatan yang berada

dalam bidang tugasnya; dan

f. Men-vusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai biclang
tugasn_va untuk pertanggungjawaban pelaksanaan ApB
Desa.

3.4 Tugas Kaur Keuangan :

a. Menyusun RAK Desa; dan
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tr. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyirnpan, menyetorkan/ rnemba-var, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkanpenerimaanpendapatan

Desa dan pengeluaran dalam rangka peraksanaan Apts
Desa.

C. Pelaksanaan

1. Prinsip-Prinsip pengelolaan ADD

a. ADD dilaksanakan dengan hernat, terarah dan terkendali;
b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian -yang tirlak

terpisahkan dari pengetrolaan keuangan desa dalam ApBDesa "yang
dikeloia herdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertih dan disipiin anggaran;

c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan
dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat desa;

d' Seluruh kegiatan harus dapat clipertanggungjawaLrkan secarn
administratif, teknis dan hukum.

2. Sasaran Dan Indikator pencapaian Sasaran

a. Sasaran AIID adalah :

tr ). Meningkatkan efbkti{itas penyelenggaraan pemerintaha n desa;
2). Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa

3). Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;

4). Meningkatkan partisipasi dan pemlrerclayaan masvarakat rlesa.

b. indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD yaitu :

1). Meningkatnya pengetahuan mas-yarakat tentang ADD rian
penggunaannllya;

2). Meningkatnva partisipasi masyarakat dalam musyanvarah
perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan
pembangunan desa;

3i. Teriadinva sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan
prografir-program pemerintah iainnya yang ada di Desa;

4). Meningkatn-ya swadaya masyarakat;

5). Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan
pembangunan Desa;

6). Meningkatnya jumlah kelompok mas-yarakat penerima manfaat;
7). Terjadinya peningkatan pendapatan Asli Desa.
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3. Proporsi {Besaranf Dan Jenis penggunaan ADD.

ADD yang diterima oleh Desa, diaiokasikan rlengan rincian
sebagai berikut :

a Belanja Penvelenggaraan pemerintahan Desa -yang meliputi :

1) Penghasilan Tetap pemerjntah Desa ; i{epala Desa, sekretai:is
Desa dan Kepara urusan yang besarannya rnertrgacu pada
Peraturan Bupati tentang penghasilanTetap, Tunj*rngal d+:n

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepaia Desa rlan perangkat Desa
Serta Tunjangan Anggota Badan Permusyanvaratan Desa {BpIJ} {ij
Kabupaten Halmahela Barat.

21 l3elanja operasionai perkantoran, operasional BpD clan

Operasional RTIRW, dan Belanja iainnl,a antara lain :

a) Tunjangan anggota RpD

b) Tunjangan Kepala Desa rlan perangkat

c) Jaminan Sosial Kesehatan Untuk kepala Desa rlan per:algkat
l)esa

d) Jaminan sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa,

perangkat Desa, Staf dan Anggota BpD yang

Diselenggarakan oleh Badan penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerj aan

ei Alat Tuiis Kantor Pemdes/BpD/RT/RW

f) Perjalanan Dinas Luar Daeratr dan Dalam Daerah;

g) Pemeliharaan Kantor

h) Cetak/Penggandaan

4 Air, Listrik dan Teiepon.

j) Perlengkapan Kantor Desa

k) Perlengkapan Kantor BPIf

1) Operasional BPI)

m) Insentif RT/RW

n) Penyusunan Rancangan Perdes RKpDes tahun berjalan

oi Penyusunan Rancangan Perdes ApBDes tahun beq"alan

p) Mer-rbeler Kantor Desa;

q) Dan lain-lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

b Belanja Pelaksanaan Pemtrangunan, pembinaan Kemasyarakatan
dan , Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

a) Braya perbaikan sarana publik dalam skala kecil

b) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (pKK)

c) Penyertaan Mocial pacla BUMDes

d) Penunjang kegiatan Posyandu
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e) pengembangan Sosial Bu<laya
f) Perbaikan lingkungan clan pemukiman

g) Perbaikan Kesehatan clan pendidikan

h) Karang'Iaruna, Remaja Mesjicl, LpM
i) Pelatihan peningkatan Kapasitas pemdes clan Anggota BpD
ji Dan iain-Iain sesuai kebutuhan Desa.
ki Sertifikasi Tanah Desa.

1) Benah Desa

m) Penyusunan regulasi l)esa
n) Kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan sesuai

dengan peraturan ketentLran lainnya.

Mekanisme Pemotongan, penyaruran Dan pencairan ADD
1. Pemotongan ADD Atas pembayaran ruran Jaminan Kesehatan

Femotongan atas penerimaan ADD Dilakukan oreh
PPK/BUD pada Badan pengeioraan Keuangan Da. Aset Daerah
dengan Ketentuarr. sebagai berikut :

1) untuk pembayaran Jaminan perueliharaan Kesehatan (

BRrs) Kepala Desa clan perangkat Desa sebesar" 1yo( satu
Per seratus) dari Lresaran peroreh*rn Arokasi l)ana Desa

BDD) Masing-masing Desa dikalikan ciengan upah
Minirnurn propinsi

2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada poin 1 isatui
akan di bavarkan merarui virtuar Account kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehata, disetiap bulan paring
lambat tanggal 10 {Sepuluh} Bulan berl.aian

2. Mekanisme Penyaluran dari RI(UD ke RKD.

Mekanisme penyaluran ADD dari Rekening Kas Urnum
Daerah ke Rekening Kas Desa adalah sebagai berikut :

a' Pengajnan penvaiu'an dana ADD dilakukan setelah peraturan
nesa tentang ApBDesa dan peraturan Kepala Desa tentaag
Penjabaran ApliDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

b. Kepala Desa mengajukan per:rnohonan penyaluran rlana ADD

iForm. 1) kepada Bupati meialui camat untuk mendapaikan
rekomendasi (Form. 2).

c' camat meneruskan kepacla Kepala DpMpD Kabtipaten
Halmahera Barat.

d. Kepala DPMPD Kabupaten Flalmahera Barat meneruskan
kepada Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat untuk yang sudah
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memenuh isvarat dan berikut lampirann],a ser-ta tembusann_va

disarnpaikan kepada sekretaris Daerah Kab. I{almahera Barat.
, Ilerdasarkan permohonan sebagaimana ctimaksud parla huruf ci,

Kepala BITKII menerbit_kan Sp2D setragai dasar penvaluran Al)tr)

dari Kas Daerah keRekening Desa.

Penvaluran sebagaimana dimaksud huruf {el untr-rk pembavaran

penghasiian tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat
Desa serta tunjangan anggota BpD dan 'runjangan .Jaminan
Perneliharaan Kesehatan pernerintah Desa dilakukan setiap
tanggal 1 (satu) bulan berjalan.

Perrnohonan penyalnran dana ADD sebagaimana dimaksud.
pada huruf (b) dilampiri dokumen sebagaimana diatur rlaiam
Peraturan Bupati ini;

Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf (b)

dilakukan l(satu) kali dalaar 1 (satu) tahun anggaran untuk
pembal'aran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
perangkat lfesa serta tunjangan anggota IlpD setiap bulan
dan/atau setiap Tri wular: untuk pemba-yaran operasional rian
kegiatan lainnva.

Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer rangsung

dari Kas claerah kerekening Desa setiap bulan rlanf atau per tri
urulan.

Pencairan clana ADD dari rekening kas desa dilakukan oleh

Bendahara Desa dengan membanva surat kuasa bermaterai Rp.

10.000 dari Kepala Desa.

Setelah dana ADD ditransfer kerekening Kas Desa, maka Kepala

Desa bertanggungl'aw'ab sepenuhnya, atas pengelolaan rlan
pelaksanaan dana ADD.

Persyaratan Penyaluran Dau Pencairan ADD

Persyaratan Penyaluran ADD

Penyaluran ADD setiap Bulan berjalan seteiah Desa

menyampaikan kepada Bupati C.q Sekretaris Daerah C.q DpMpL)

i:ersyaratan setiagai berikut :

1.1. Penyaiuran Awal Tahun :

a. Surat Kepala l)esa Perihal Peruohonan penyaluran

ADD / Siltap dan Tunjangan setiap bulan selama J2

bulan tahun berjaian (Form. 1).

i:. Dokumen APBdes beserla lampira.n.

c. Dokumen Perkades tentang Penjabaran ApBIfes beserta

lampiran.

g.

h"

j

i.

g.
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d. Dok*men DpA yang telah disahkan oleh Kepala nesa
e. I)okumen RAK )rang telah d,isahkan oleh Kepala llesa
1. Keputusan Kepala l)esa tentang pengangkatan FpKD.
g. LaporanRealisasi penggunaan ADI) Tahun sebelumn-rra

{form" 4)

h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form. 4)

i Pakta Inr.egritas {Fonn. 5}

j" Daftar rekapltulasi kepesertaan .Jarninan Kesehehatan
Pemerintah Desa dan f atau Kepesertaan .Iaminan
sosial Ketenagakerjaan tragi }remerintah Desii,staf dan
Anggota BPD dilampirkan {Form 2A} dengan Kartu
Tancla telah terdarta. sebagai peserta BPJS dalam
bentuk harci cop_y dan softcopy.

k Keputusan Bupati te'tang pengangkatan Kepala Desa

dan BPD serta keputusan Kepala Desa tentang
pengilngkatan perangkat desa

L Data base perangkat desa aktif dan anggota RpD { Har
Copy dan Soft Cop-v)

\.2 Penyaluran Setiap Tri Wulan

a. Surat Kepala l)esa kepacia Bupati melalui Camat
Perihal Permohonan penyaluran ADD per Tri Wulan.

b. l,aporan Realisasi ADil per Bulan.

c. Laporan Reaiisasi ADD per Tri Wulan.

cl. Lapoan Data Base perangkat Desa dan Anggota BpIf
setiap Bulan

E. PEIIICAIRAtr DAN PEMBAYARAII

1!. Pencairan

Pencairan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan pada

Rekening Kas Desa seteiah memenuhi persvaratan :

a" Kelengkapan Dokumen

1) Pengelola kegiatan (PPKD) rnengajukan surat pennintaar:

Pembayaran (SPP) (Form S) Ilerdasarkan Rencana,

Anggaran Bia1.'a (R,{B) (For:n 9) yang telah disahkan oiel:
Kepala Desa;

2) Penyusulli{n RAB berpedoman kepada ketentunn yang

trerlaku;

b. Verifikasi Dokumen

1) Sekretaris Desa wajib melakukan verilikasi Spp _yang

diusulkan oleh Pengelola kegiatan untuk mendapatkan
pengesahan Kepala Desa;
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2) Berdasarkan spp yang telah disahkan Kepala Desa

sebagaimana dirnaksud pada point (1), Kepaia Desa

mengajuka, perrnohonan pencairan kepacia Bank
penampung Rekning Kas Desa (RKD);

3i RAB dan spp sebagaima,a rlimaksud pacla point {1}

disimpan oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator ppKlf:

c. Pencairan Dana

Berdasarkan kelengkapan dokumen dan verifikasi
sebagairnana sutr paragraf a tentang Kelengkapan rlokumen
Pencairan dan sub paragraf b tentang veri{ikasi Dokumen,
maka Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan
Pencairan Alokasi Dana Desa pada Bank penampung

Rekening Kas Desa (RKD) dengan n:elampirkan :

1) Surat Permohonan pencaitan Dana oleh Kepala Desa

tembusan kepada Camat, DpMpD dan Inspektor.at

Halmahera Barat.

2j Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rekening

Desa;

3) KTP Asli dan foto copy;

4) SK Pengangkatan Kepala Desa clan Laur Keuangan /
bendahara Desa;

5) Buku Rekening Kas Desa;

6) Tanda bukti penarikan yang ditandatangani dan ciibubuiri
stempel Kepala Desa dan tandatangan bendahara;

71 Bendairara Desa dapat menyimpan uang uang tunai
paling banyak Rp. 15.000.000,- { lima belas juta rupiah}"

2l Pembayaran.

Bendahara l)esa melakukan pemba_r,aran kepada

PPKD/Pelaksana Kegiatan berdasarkan Kelengkapan dokumen

dan hasil verifikasi dengan lampfuan-lampiran sebagai berikut :

a. Surat pernyataan tanggung-jawab belanja (F'orm 10);

b. Lampiran Bukti transaksi (untuk belanja bahan material
kegiatan pembangunan) ;

c. I)an f ata:u Daftar pembavaran penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa dan Anggota BpD (Form" 7) ;

d. Lampiran Bukti Pernbayaran Tagihan Iuran jaminan sosiai
Ketenagakerjaann untuk Kepesertaan pada program Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan I atau
Jarninan Hari Tua (JHT};
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F. PERTAIIICTCiUIYG.TAUIABAIII DAIY PELAPORA1II ADD
1. Pelaporan

Laporan realisasi kegiatan dan pertanggung ;'ar,vaban ;\Dl)
disusrin setiap bulan (For:n" 6 ) dan disampaikan kepacla Bupati
melalui camat tembusan Kepala DpMpD. serta menjadi hagian

dari lap<lran realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban tlelanja
dalam APISDesa { Fonn. 15}

2. Bentuk Pelaporan

Ilentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam ApElDesa

yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikr_rt :

1. Laporan Penggunaan Dana

Penggunaarr Dana ADD dalarn 1 tahun anggaran
(Form. 13) yang dibuat oleh Tim pelaksana Desa kepacla

Kepala Desa setetrah pelaksanaan kegiatar.

2, Laporan Semester

Yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan

dana ADD semester Pertarna (Form. 12 ) oteh Kepala Desa

Kepada Bupati rnelalui Camat tembusan Kepala DpMpD
yang terdiri dari :

a. Laporan pelaksanaan APBDesa"

b. Laporan realisasi kegiatan.

Laporan akhir disampaikan seiambat-lambatnya minggu ke

2 {kedua} Bulan Juli tahun berjalan.

3 Laporan akhir tahun anggaran.

Kepala Desa mertyafitpaikan laporan

pertanggungjawaban reaiisasi APB Desa keparla Bupati
meialui camat Tembusan Kepala DPMPD setiap akhir
tahun anggaran.

Laporan realisasi APBDesa Akliir Tahun anggaran disertai
dengan:

a. iaporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan

2. CaLK.

b. laporan realisasi kegiatan;

Laporan reaiisasi penggunaan nrrggaran ADD

disampaikan per 31 DesemLrer tahun anggaran 'ZAZ1

{F-orm 18 )
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3. Informasi Realisasi PertanggungJawaban ApBDesa atas
Penggunaan Alokasi Dana Desa akhir ?ahun Anggaran ZAZ1,

Informasi atas realisasi pertaanggungjawaban ApRDes ;ila s

penggunaan Alokasi Danzl Desa Tahun Anggaran ,ZA2S

disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui rneciia

inlbrmasi sesuai rlengan konriisi sosial dan budaya setempat pa.ling

larnbat 3 (tiga) Rulan setelahberakhir tahun anggaran ,2OZS.

Infr:rmasi sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit.

memuat:

a. Laporan realisasi APB Desa;

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d. Sisa anggaran; dan

e. Alamat pengaduan.

ilflekanlsme Laporan Penggunaan Daua ADD.

a. Laporan penggunaan dana ADD disampaikan akhir tahun anggaran

(Form. 18) .

Penyampaian laporan setlagairnana dimaksud huruf a cliiaksanakan

melalui jalur strukturai yaitu Tirn Pelaksana nesa dan ciiketahui

Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.

Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh
laporan Tingkat Desa di wila-r,ahny-a secara bertahap melaporkan

kepada Tim Fasilitasi Kabupaten c.q Dinas Pemtrerdayaan

Masvarakat dan Pemerintahan Desa Katrupaten Halmahera Barat.

G. PEITGAWASAIIT ADD

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagaimana berikut

Pengawasan secara internal oleh Kepaia Desa secara rutin setiap

bulan sekali riengan melakukan pemeriksaan administrasi dan

keuangan ADD berupa Laporan Pertanggung jarvaban Bendahara

setiap Bulan (Form. 16) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh

Kepala Desa {For:n. 14) . Hasil pemeriksaan dimaksud dituang dalam

Berita Acara Pemeriksaan Kas .

b.

C.
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Pengawasan oleh Badan Perrnus5rawaratan Desa dan masyarakat

sebagai sosial kontrol seLragaimana diatur clalam ketentuan
perundang-undangan;

Pengarvasan oleh Inspektorat Kabr-rpaten Halmahera Barat setragai

aparat pengawasan internal Kabupaten Halmahera tsarat -yang
merupakan pengawasan ulnum terhaclap peinerintahan desa 1 {satu}
tahun sekaii.

4 Pengawasan nleh Pemerintah Kabupaten dan Carnat sebagairnana

diatur dalam ketentuan yang berlaku.

PEIIIAIYGANAIII PERMASALAHAN ALOKASI DAITA DESA

a. Penanganan Permasalahan ADD pada tingkat Kecamatan.

b. Dalam hal penanganan permasalahan ADD, Camat ciapat berkoorclinasi

dengan SKPD leknis.

SAIIKSI

Penyaiuran dana ADD cliluar beianja Pegawai, dilakukan sesuai dengan

tahapan sebagaimana dimaksud Dalam Huruf D Besar tentang
Mekanisme Pen;raluran dnn Pencairan ADD pacla angka '2 telrtang
Penyaluran ADD;

Bupati menunda penyaluran dana ADD seliap Bulan sampai dipenuhi
ketentuan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dima ksu<tr

pada l-Iuruf D Besar tentang Mekanisme Penyaluran rlan pencairan

ADD;

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran Kepala Desa tidak dapat

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuel pada point 2 rli atas,

maka dana ADD dimaksud tidak lagi menjadi sisa dana pada Rekening

Kas Umum Daerah dan tidak lagi dibay-arkan pada tahun anggaran

trerikutnya.

Apabiia terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan AI)D, akan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perrlndang-undangan yang

berlaku.

KETEIITUAI{ LAIIII-LAIN

1. Kurang Salur ADD

a. Penyaluran Alokasi Dana Desa {ADD} Tahun be{alan .vang
disaiurkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun dengan

ruempertimbangkan realisasi transfer Dana Perimbangan diluar
Dana Alokasi Khusus.

4).

vr.
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b. Bilarnana realisasi sumlrer-sumber pendapatan dimaksucl tidak
mencapai 100 ah (seratus persen), maka akan dilakr-rkan revisi

pen5raluran ADD Tahun anggaran berjalan .

c. validasi data realisasi penerirnaan dana perimbangan Kabupaten

berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pernerintah l)aerah {:llAPIl}
per tri r,r,ulan IV ( empat) berdasarkan keputusan yang ditertritkan
oleh Kementerian Keuangan.

d. Berdasarkan data sebagaimana dirnaksud pacla huruf c, tsupati

menetapkan jumlah kurang saiur masing-masing Desa.

e. Kekurangan transfer ADD sebagaimana dimaksud pacla hi-rmf d
dapat disalurkan pada tahun anggaran berikut seteiah aclanya

penyaluran knrang salur oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Hairnahera Barat"

Pemotongan Pagu ADD

a. Alokasi Dana Desa {ADD} 'I'ahun berjalan yang disalurkan oleh

Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dengan rnempertimb+rngkan

Perubahan Kebijakan anggara n Pemerintah Pusa t.

b. Bilamana terjadi pemangkasan dan/atau pemotongan TKDD

dikurangi DAK, maka akan rlilakukan revisi rlan penghitungan

kembali atas pagu ADD parla setiap Llesa .

{r. Validasi data realisasi pemotongall danlatau pemangkasan TKD}f

dikurangi DAK berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
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VII. PENUTUP

Pragram pengelolaan ADD aclalah terobosan dalam penyeienggaraan

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk
rneningkatkan peran serta pemerintah desa dan masS.arakat dalam prose$

pembangunan, sehingga diharapkan desa cii Kabupaten Halmahera Barat
dapat menentukan sendiri kebutuhan pembangunan sesuai dengan potensi

yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kerniskinan, penciptaan

lapangankerl'a, peningkatan kesehatan rian pendidikan serta pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana unlum.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 2024

BUPATI IIALMAHERA BARAT,

JAMES UAIIG

Diundangkan di Jailolo,

pada tanggal 2A24

SEKRETARIS DAtrRAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

p[. sJ$]rRrL ABp. EADJAK.
B-E&IT,& D&E.&.AH K&BUP'&TflE H&LE{.&HE8* B&RET TAI{UN 2A24 NOMCIR

Salinan sesuai dengan aslin3,a,

Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo. S.H.. tL.M.
Pembina IV /a

Nip. 19730128 2AA6 04 1 009

Pejabat Paraf

Sekretaris Daerah

Ass.Bid. Irem dan Kesra

Kepala BKAD

Kepaia DPMPD

Kabag.Flukum & Organisasi ,I

I
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LAMPIRAN iI PtrRATURAN BUT,ATI ]-IALMAHT]RA I3ARAT
NOMOR : TAIIUN 2024
TANGGAI- : 2A24

CONTOH TORMAT
PTNGAJITAIT DAil LAPORAI'T ADD

Form. 1 : Permohonan Kepala Desa

F'orrn. 2 : Rekomendasi Camat

Fontr. 3 : Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Sebelumnya

l--omn. 4 Surat Pernyataan Tanggung Jarvab oieh Kepala Desa

Form. 5 : Pakta inte6qritas oieh Kepaia L)esa

Form. 5 : Laporan Realisasi Penyerapan ADD llulan sebelumnva

Forrn. 7

Daftar Pembayaran Siltap/Tunjangan Bulan llerjalanl Bulan
sebelumnva

F'orun. B : Surat Pemintaan Pernbayaran {SPP} oleh ?PK

Form.9 : Rencana Anggaran Bia3ra {RAB]

Form. 10 : Surat Pernvataan Tanggung.Jar,vab Belanja oleh TPK

Irorm. 11 Rencana Penggunaan ADD 1 {satu} Tahun Anggaran

Form. 12 Laporan SemesterPertama

Form. 13 : Laporan Realisasi Peirggunaal ADD

Form. 14 : Berita Acara Pemeriksaan Kas

Form. 15 Pertanggung Jai,vaban APBDes

Forrn. 16 : Laporan Pertanggung Ja.u,,aban Bendahara lJesa

lrorm. 17 : Laporan Realisasi Bia.va oieh TPK

Porm. 18 : Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Akhir Tahun

F-orm. 19 Lalroran Kepala l)esa kepada BPL)

Forrn. 20

: Daftar Rekapitulasi Peserta,Iarninan Kesehatan dan Atau/
jaminan Sosial ketenagakerjaan Pemedntah Desa dan BPD
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Form. 1 : Contoh Surat Permohonan Kepala Desa

KOP DESA

Nonror :142.2/ / 12O.. Kepada
Lampiran : 1 (satu) Jepit yth. Bupati Halmahera Barat
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi C.q Camat....

Dana Desa (ADD) di

Mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
Tahun 20.. tentang Petunjuk reknis Pengelolaan Alokasi l)ana Desa
(ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran ...., maka bersama
ini kami rnengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa pada

Desa Kecamatan ......sebesar Rp...... (.........) beserta dokumen
persyaratan (teriampir).

Demikian kami sampaikan guna menjadi bahan pert.irnbangan
dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Desa.....



Form. 2 : contoh Rekomendasi Camat

KOP KECAIIATAS

REKOM trNDASI PtrN}?I,U RAI\
ADD 8u1an..... TAHUN ANGGARAN 20...

NOMOR:7a2.2/ lza..

Yang ber-tanda tangan di barnah ini :

Nama :

NIP :

Demikian rekomendasi ini clibuat rldengan sebenarnya untuk diperguqakan
sebagairnana mestinya.

24...
Camat.

NIP
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Form. 2 : Contoh Rekomendasi Penyaluran setiap tahapan

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN .....

NOMOR :

Yang bertandatangarr di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini merekomendasikan bahwa :

1. Penggunaan...........bagi desa Tahap.......Tahun........telah direalisasikan
sesuai dengan rencana kegiatan.

). Ilokumen Surat Pertang;gunp$awaban (SPJ) untuk clesa ....... Tahap ..... tahun
......beserta tanda buktinya terarsip di ker:amatan

3. Laporan realisasi perkernbangan keuangan serla photo-photo kegiatan add Tahun
.... terarsip di kecamatan, sebagai bahan laporan kepada bupati melalui DFMPD.

5. ..... Tahap.... Tahun..." untuk Desa.... Kecamatan.".. Mohon dapat
disalurkan.

6. rian seterusnya ....

Demikian rekomendasi ini dibuat clengan sebenarnva untuk clipergunakan
sebagaimana mestinya.

Camat

NIP.
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Form. 2 : Contoh Pengantar Penyaluran

KOP KECAMATAN

Nomor : 142.21....12A...

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Permohonan

:::'#l1l ;a tahap

2A..
Kepada :

Yth. Bupati HALMAHBRA BARAT
Cq. Kepala DPMPD Kabupaten
IIAI.MAHtrRA BARAT
di-

Jailolo

Sesuai dengan Peraturan Bupati I{almahera Barat Nomor .... Tahun ... teltang
trredoman Pengelolaan Keuangan lJesa. Bersama ini kami sampaikan perrnohorrar.
penyaluran ADD Bulan....Tahun....., untuk desa:

sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Rekomendasi Kami berdasarkan hasil penelitian terharlap keiengkapal
persyaratan pengajuan..............;

2. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan..".. .oleh Kepala Desa;

3. AnggaranPendapatan dan l3elanja Desa (ApBDesa) Tahun Anggaran 20..

Demikian permohonan penyaluran ADD pada......Desa Bulan.........Tahun
20...1ni kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Camat

NIP.

No Nama Desa Alokasi Dana Desa/
AnD (Rp)

NomorRekening

1

2

Dst.

Jumlah
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Form. 2 : Daftar Cek tist Verifikasi Dokumen oleh Camat

DAFTAR CEKLIST
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

BULAN ........KECAMATAN.......
TAHUN ANGGARAN 20..

Tim Pendamping Kecamatan

NO Uraian Dokumen Verikasi
KeteranganArla Tidak

1
,2 3 4 5

1

2
.1

4
5
6
7
I
I
10
11
1'.2

13 D11

No Nama Jabatan Para{
1 Ketua
2 Sekretaris
.>
J Angqota
a Anggota

{.................,}
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Form. 3 : Laporan realisasi Peng{unaan ADD Tahun Sebelumnva

LAPORAN REALISASI PBLAKSANAAN
ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN RELANJA DBSA PER SUMBER DANA

PtrMtrRiNTAH DESA,.....
TAHUN ANGGARAN 20...

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31 Des 20,.

Desa......tanggal.. ".... 20...
KtrPALA DESA

KODE
REK URAIAN ANGGARAN

(Rp)
REAI,ISASI

{Rp)
LEBTHI

TKURANG) lllp)
1 2 J 4 5

1

1.2
1.2.3

PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Alokasi Dana Desa
JUMLAH PENDAPATAN

2 BtrLANJA
2_7
2.1.1
2.1.1. i
2.1.1.1.1
2.1.t.1.4
2.1.1.1.6

'2.1.2
2"1.2.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.2

2.1.2.3
2.1.2.3.14.
2.1.2.3.19

r)1?)
!_. L .J. Z

2.t.3.2.t
2.1.3.2.7

1.J
2.3.L
2.3.1.2
2.3.1.10

2.4
2.4.1
2.4.1.2
2.4.1.2.15

2.1.4
2.1.4.1
2.1"4.8

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Kepa1a Desa Perangkat Desa
Tnjangan BPD dan ,\nggotanva

Kegiatan Operasional Kantor Desa
Belanja Barang dare .Iasa
Belan-ja Listril<, Air, Telepon. Fax/internet
Belanja Alat Tulis Kantor
l)st

Belanja Modal
Belanj a 1\,Iotlal Pengarlaan Pera-Latan K antor
Belanja Nlodal Pengadaan Peralatan dan Mesin
lainnya
Dst

Kegiatan Operasional BPD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Aiat Tulis Kantor
Eeianja lVlakanan dan l\{inuman Rapat
Dst

Kegiatan Operasional RTI RW
Belzinja Pegawai
Insentif RTIRW

Bidang Pembinaal Kemas-varakatan
Kegiatan Pembinaan Keamanan da Ketertiban
Belanja Barang dan Jasa
Beianja Jasa Upatr Tenaga Ke{a
Dst

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
Belanja Barang dan Jasa
Belernia Perialanarr Dinas
JUMI,A}I BtrLANJA Rp... Rp... Rp...
SURPLUS/ (DEfiSIT} Rp... Rp... Rp,..
SISA LEBIH / (KURANG) PTRHiTUNGAN
ANGGARAN

Rp... Rp... Rp...

{......................)
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Form. 4 : Surat Pernvataan TangEungiawab Oleh Kepala Desa

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN BERTANGGU NGJAWAB

NOMOR:

Yang bertandatangan dibar,vatr ini :

Nama :

Jabatan : Kepala l)esa
Kecamatan ........ Kabupaten Halmahera Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas kehenar"an terhadap penggunaan ..".......... Tahun
Anggaran Tahap ...... sebesar Rp. ., sesuai dengan Peraturan
l3upati ]Ialmahera Barat Nomor ...... Tahun ....". tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten }{almahera Barat.

2. ISersedia diudit secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-r:ndangan.

3. Apabila dikemudian hari terblrkti pernyataan ini tidak benar dan menirnbulkan
kerugian Negara. Sa1'a bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas
NegaralDaerah.

4. Dalam ha1 terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang
bersumber dari pendapatan desa ....... Tahun Anggaran 20.. KecamaLtn .....
meniadi tanggung jawab Kepala l)esa dalam kapasitas sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan l)esa (PKPKD).

5" Apabiia dikemudian hari terjadi penyimpangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan dokurnen serta penggunaan dana tersebut sehingga menimi:ulkan
kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan rnenyetorkan kerugian
lersebut ke kas elaerah dan trersedia rlituntu baik pidana dan perdata sesuai
dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagairnana

mestinya.

Mengetahui,
.r'..'.

Kepala Desa
Camat

Meterai 10.000

TTD dan CAP

NIP.
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Form . 5 : Contoh Pakta Integritas oleh Kepala Desa

PAKTA INTEGRITAS

Saya -vang bertandatangan di bawahini, dalam rangka Pelaksanaan I)ana Desa Tahun

Anggaran 20..dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2A..

........Kecamatan ."..... Kabupaten Halmahera Rarat, dengan ini
inenyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melaksanakan dan bertanggung -jawab penuh atas dana yang kami ter:irna,

serta akan dipergunakan sesuai rlengan usulan secara bersih, transparan dan

akuntabel untuk mernberikan hasil yang kerja terbaik sesu.ai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sa.va berjanji akan

melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dAn prolbssional dalam arti akan

rnengeralekan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk

mernberikan hasil kerja terbaik mnlai dari penyiapan, pelaksanaan, dan

penyelesaian pekerjaan;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah sarvs nyatakan daiarn PAKTA

INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi rnoral, sanksi administrasi serta

dituntut ganti rugi dan pldana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2A ...

KEPALA DESA DESA

METERAI 6000
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Form. ? : Contoh Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KECAMATAN ..,,.....,...

DESA

DAT'TAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TBTAP
KEPALA DESA DAI{ PERANGI(AT DESA

BULAIY ....r.............,.....r. TAHUN

}YO. NAil{A JABATAII
JUMLAH PP}I

2t
JUIIILA}I
DIBAYAR

TAIIDA
TAITGANSILTAP TUI{JAT{GAN

1

2

e

4

5

Mengetahui,

Kepala Desa Bendahara Desa
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Fgrm. I : Surat Permintaan Pembayaran {SPPI oleh TPK

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Biclang :

2. Kegiatan:
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO. URA]AN PAGU
ANGGARAN

PtrNCAIRAN
S.D. YG

LALU

PERMINTAAN
SEKARANG

.IUMLAH
SAMPAI
SAAT INI

SISA
DANA

Bp.) (Rp.) {Rp.) {np.) Bp.i

JUMLAH

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

tanggal

Pelaksana Kegiatan

Teiah ditrar,ar lunas
Bendahara

Pekmjuk pengisian:
1. Bidarry diisi dengan kode rekeminE berdasarkan klasifikasi kelampak belanja desa.
2. Kegiataru diisi dengan kode rekening sesuai dengan unttan kegiatcLn dalarn

APBDesa.
3" Krslom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dertgan rinciart penggurlaan dana sesuaj rerlcalla kegiatan.
5. Kolom 3 diisi derugan rirucian pagu dana sesuai dengan relLcarLs kegiataru.
6. Kolom 4 diisi dengan rirucian jumlah aruggararL !/ang telah dibayar sebelumrtgct.
7" Kolom 5 diisi dengan rincian AclLg dimintakanuntttk dibayar.
B. I{alam 6 diisi dengan jumlah permirttaart dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengctn sisa aruggaran
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Form. 9 : Rancansan Angearan Biaya {RAB} oleh TPK

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA
DESA ...", KECAMAIBN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :

2. Kegiatan :

3. 'Wakt.u Peiaksanaan :

Rincian Pendanaan :

tanggal

Disetujui/ menge sahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Carapengisian:
1- Bidang diisi dengart kode rekenirug berdasarkan klasifikasikelompok belar$a d"esa.

2. Kegiatan diisi dertgan kode rekening sesuai dengan unttan kegiatan dalam
AFBDesa.

3. kolan 1 diisi dengan nomor untt
4. kolam 2 diisi dengaru uraian berupa rincian kebuhthan d.alsm kegiatan.
5. kolom 3 diisj dengan uolume dapat bentpa jumlah orartg/barang.
6. kolam 4 diisi d.engan harga sahtan AGng rnerupakan besaran unhtk membagar

orangibarang
7. kalom 5 di.isi derugan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

NO. URATAN VOLUMtr HAllGA
SATUAN

(Ru.)

JLTMLAI-I
(Bp.)

1
,) aJ 4 5

.IUMI-AH (Rp.)
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Form. 1O : Surat PernVataan Tang€uag Jawah Belania oleh TPK

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KBCAMA'TAN...."

,TAI{UN ANGGARAN

i. Bidang ;

'2. Kegiatan:

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersetrut diatas setragai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi rlan pemerikasaan sesuai peraturanperundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini ditruat dengan sebenarnl/a.

tanggal
Pelaksala Kegiatan

Cora pengisiort:

1. Birlang riiisi dengan kode rekening berdttsarkan klasifihctsi kelorrpok belanja desa.

2" Kegiata* ctiisi clengan kode rekerting sesuci elengan unttan kegiatan dalam APRDesa
.1. Kolorn 1 diisi dengant nomor untt
4. Kolom 2 rliisi clertgcn perrerima pembagaranl llaftg ads di bukti belanja
5. Kolan 3 d.iisi denganuraian keperluan belcnja
6. kolom 4 diisi dengart jumlah belanja
7. bois jumlalt diisi iumlatt keselurultctn

NO. PENERlMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)

1 ) />
.-, 4

JUMI-AII (Rp.)
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Form. 11 : Surat Pernyataan Tangqunq Jawab Belania oleh TPK

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DtrSA KECAMATAN

,IAHUN ANGGARAN ...".

3. Bidang :

4. Kegiatan :

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturanperundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnva.

tanggai
Felaksana Kegiatan

Cnru. pertgisian.:

8. Bidang diisi. dengan kode rekening berd.asarkoru hfuusiffuasi kel.rsntpok belcLrria desrt.
9" Kegiatan rliisi dengart kode rekening sesuai dengaru urutqn kegiotan dalctm APBDesrt
10. Kolom 1 diisi dengart nomor ttrut
1 .1. Kolom 2 diisi dertgan perrcrima pembagarafl Aang ada di bukti belarya
1 2. Kolarn.l e{ifsi dengan traian. kepedtta,n. belania
13. kal.oru 4 diisi dengan juml.ah. Lselanirs

14. bais jurnlch diisi gsmlah keseluruhctrt

NO. PENBRIMA URAIAN JUMLAJ{
tRp.)

1 2 J 4

JUMLAI{ (Rp.)
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Format 13 : Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belania Desa lsemester Pertama I

LAPORA]\ REALISASI PEI.AKSANAAN
ANGGARAN PENDAT'ATAN DAN tstrLANJA DESA

SEMIISTER PE]RTAMA
PBMERINTAH DtrSA
TAHUN ANGGARAI{.............

KODtr
RtrKtrNING

URAIAN JUMLAI]
ANGGARAN

{Rp.)

.II]MIAH
RtrAi,iSASI

{Ro.}

LEBIFI/
KLIRANG

(Rp.)

KET.

1 2 a.) 4

1 PENDAPATAN
1 1 Pendcryatan Asli Desa
1 1 I Hasil Usaha
1 1 2 Swada,\ra, Partisipasi dan

Gotong Royong
1 i J Lain-iajn Penciapatan Asli

Desa yang sah

1 2 Pe ndaTt atctn'fr ansfer
i 2 1 Dana l)esa
1 2 2 Bagian rlari hasil pajak &

retribusi daerah kabupaten /
kota

1 I 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 ) 4 1 BantuanProvinsi
I 2 rt 2 Bantuan Kabupaten / Kota

I ').) Pettlapatan Lairt Iain
1a

aJ i Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
rnengikat

1
,.) 2 Lain-lain Fendapatan l)esa

vans sah

.IUN{LAH PENDAPATAN

2 BtrLANJA
2 I Bid ang Pe t ty ele ng g ar autL

Pemerintah.an. I)esn
2 i 1 Penghasilan Tetap dan

Tuniansan
) 1 1 1 Belania Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa rlan Perangkat

Tunjangan Kepala L)esa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 i 2 2 Belania Barang dan .Jasa

- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pa-kaian Dinas dan.Atribut
- Pakaian Dinas
- Alat dan BahanKebersihan
- Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dan Telepon
- Honor

I ^+- LISL..
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) 1 2 3 Belania Modal
- Komputer
- Meia dan Kursi
- Mesin TiK

dst..

2 1 3 Operasional RPD
2 1

.>
2 Belania Barans dan Jasa

ATK
- Penggandaan

Konsumsi Rapat
" dst...

2 1 /1a Operasional RT/ RV/
2 i 1 2 Belania Barang dan .Jasa

- ATK
- Penggadaan

Kornsumsi Rapat
dst

2 2 Ridang Pelaksanaan
Pernbangunan Desa

z 2 i Perbaikan Saluran lrigasi
2 ,2

1 2 ilelania Barang dan iasa
- Upah Keria

F{onor
dst..

) 2 1 ? Belanja Modal
- Semen

Material
- dst...

2 2 ) Pensasoalan ialan desa
2 2 2 a Belania Ba.rang dan Jasa :

- Upah Keria
[{onor
rl s.f

-e 2 2 3 Belania Modal:
- Aspal
- Pasir

dst

2 2 3 Kcs'iqt

2 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

2 3 1 Kegiatan Penririnaan
Ketentraman dan Ketertiban

) .) 1 2 Belalia tsarals dan Jasa:
- Honor Pelatih

Kr:nsumsi
Bahan Pelatihan

- dst..

2 J 2 Kegiatan..

,2 4 Bidang Pemberdavaan
Mast arakat

2 A-t 1 Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

2 4 i 2 Belania Barans dan Jasa:
- Honor pelatih

Konsumsl
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Bahan pelatihan

- dst..
Z Bidenq Txk I'erduqct
.)
L 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
z 5 1 2 Belalia Baranq dan Jasa.:

- l{onor tim
- Konsumsi
- Obat-obatan
- dst..
JUMLAH BtrLAN.IA
SURPI,US / DEFISTT

J PEMBIAYAAN
., 1 Pe ne ri rna an Pe mbiau aan
J i 1 SILPA
J 1 2 Pencairan Dana Cadangiltl
J 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang cii

pisahkan
JUMLAH {RP i

3 o Peng eluarart Pembiau aart
3 ) 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 az Penvertaan Modal Desa

JUMLAH (RP }

DISETUJUi OLEH
KBPALA DESA

TTD
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Form. 14 : Contoh Laporan Penggunaan ADD

LAPORAI{ REALISASI PELAI(SAITAAI\I
ATTGGARA1T PEITDAPATAIII DAII BELITNJA DESA PER SUMBIR DANA

PEIT{ERINTAII DESA.....
TATIU AITGGARAI{ 2O...

Sumberdana : AIID { Alokasi Dana Desal

KI'PALA I]trSA

TTD

KODtr
RF]K

URAIAN
ANGGARAN

{np)

REALISASAi

Fp)

LEilrHl
KURANG

{Rp)
1

.)
z a

J 4 5

4 PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Transfer

4.'2.3 Alokasi Dana Desa
JumlahPendapatan

5 BELANJA

o1
BIDANG PENYIII.F]1V(}GARAAN

PEMERINTAHAN

01.01
Penyelenggaraan Belanja Siltap,
Tunjangan dan Operasional

Dst

o'2
BII}ANG PEI-AKSANAAN
PEMBANGUNAN

02"01 Sub Bid Pembangunan
dst
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Form. 15 ; Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Kepala Desa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN I(AS

Pada hariini....tanggal....buian...tahun. ...Yang bertandatangan di
bawahini :

Nama :...
Jabatan :.........
Keterangan : Ditunjuk sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana Desa

dengan Surat Keputusan KepalaDesa....
Nomor......tanggal

Telah melakukan pemeriksaan kepada :

Nama :. . .. . ...

Jabatan : Eendahara Tim Pelaksana Desa
Keterangan : Ditunjuk serbagai Bendatrara Tim Peiaksana Desa dengan

Surat. Keputusan Kepala Desa.
Nomor.........tangga1..........

Dengantrasilsebagaiberikut :

Jumlah uang diterima : Rp.......
Jumlatr uang yang dipertanggung jawabkan Rp....

Saldo Kas
Saldo Buku

Yang Memeriksa

Demikianberita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang diperiksa

{................} (.................)
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Form. 16 : Laporan Pettanggung Jawaban APBDeS

LAPORAN REALISASI PtrI,AKSANAAN
ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN IftrLANJA DtrSA

PtrMtrRINTAH DtrSA
TAHUN ANGGARAN 20..

KOI]tr
RtrKtrNIN

Ll

URAIAN JUMLAH
ANGGARA.N

(Rp.)

JUMLAH
REAI,iSAS

I
{Rp.}

LtrBiH/
KURANG

(Rp.)

KtrT.

a J 4

1 PENDAPATAN
1 1 PendapatcLn Asli Dess
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Par:tisipasi dan

Gotons Rovong
1 1

a
J Lain-lain Pendapatan Asli Desa

yang sah

1 a Fendapatan Trarr.sfer
1 2 1 I)ana Desa
1 2 2 Bagian dari hasil pajak&

retribusi daerah kabupaten/
1<ota

1 -J Alokasi Dana Desa
1 2 + Bantuan Keuangan
1

.')
4 4 1 Bantuan Provinsi

1
I 2 4 ) Bantuan Kabupaten / Kota

1
.t 3 Pendapatan Lai'n lcLirr

i J i Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke*3 .yang tidak
mensikat

1 J 2 Lain-iain Pendapatan Desa
yang sah

.}UMLAH PBNDAPATAN

2 REIAN.IA
r)

1 Bi dong Pe ny elerug g are arl
Penteri.nta.han De.sa

2 i 1 Penghasilan Tetap dan
Tuniangan

2 1 1 1 BelaniaPegar.vai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

Tunjangan Kepaia Desa dan
Perangkat

- Tunjangurn BPD
) 1 Z Ooerasional Perkantoran
r)

1 2 2 Belanja Bar:anE dan Jasn
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian D nas dan Atribut
- Pakaian D nas

Alat dan Bahan Kebersihan
* Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dal Telepon
- Honor
- dst..
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2 1 2 J Belania Moda-l
- Komputer

Meia dan Kursi
- Mesin I'lK
- dst...

2 1
a
*) OperasionalBPD

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- ATK
- Pensga.ndaan
- Konsumsil?apat
- dst..

2 L 4 Operasional RT/ RW
2 1

/+ 2 Belania Barang dan .Iasa
. ATK
- Penggadaan

Komsumsi Rapat
- dst.

2 2 Bidang Pelaksanaan
Pernbangunan Desa

2 2 i Perbaikan Saluran irigasi
Z z _t" 2 Belania Barang dan iasa

- Upah Keria
Honor

- dst..
2 2 1 3 Belania Moclal

- Semen
Material

- dst...

2 2 2 Pengaspaian ialan desa
2 2 2 2 Belania Baranq dan Jasa :

UpahKeria
- I{onor

dst

2 2 3 Belanja N{odal:
- Aspal
- Pasir
- clst .

.) 2 t.) Kegiatan..

t) 3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

.) 3 1 I(egiata n Pembinaan
Ketentraman dan Ketertiban

2 a.) 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih

Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- c1st..

2 J 2 Kegiatan..

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

2 4 I Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

2 + 1 -,L Beiania Baramg dan Jasa:
- Honor peiatih
- Konsumsi

Bahan pelatlhan
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- dst...

'2 4 4 Kesiatal.."

2 J BidanqTakTerduqa
2 5 1 Kesiatan i(eiadian Luar Biasa
'2 5 1 ) Beiania BaranE dan Jasa:

- Honor tim
- Konsumsi

Obat-obatan
dst. ......... .... ..

2 5 2 Kesialan.

JUMLAH BtrI,ANJA

SURPLU S / DEFISIT'

.f PEMBIAYAAN

3 1 P ene i ma an tPentbi ag aan
3 I 1 SIi,PA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
a
J 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di

pisahkan

JUMT.AH ( RP )

3 2 Pe ng elu ar anP e r n bi su a art
., 2 1 Pembentukan Dana Cadalgan

1.J 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAI{ { RP )

DISETU.]UI OLtrH
KEPALA DESA

TTD
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Form. 17 : Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan oleh Bendahara Desa
kepada Kepala Desa

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA DESA
DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Yth. Kepala Desa
Desa.....

h'{elalui Sekretaris Desa ......

di Terrpat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Hairnahera Barat No...... Tahun .... Tentang Pengelotraan

Keuangan Desa , bersama ini karni sampaikan l.aporan Pertanggung jawaban Bendahzrra Desa

sbb :

A. Kas Tunai
A.1 Saldo Arval

A.2 Jumlah Penerinraan

A.i iumlah Pengeluaran

A.4 Saido Akhir

B. Kas di Rekening Kas Desa

8,1
t5.J

8.3
8.4

c.l
c.2
c.3

Saldo Arval
Jumlah Penerimaan

Jurnlah Pengeluaran

Saldo Akhir

Rp.

Rp.

Rp

Bp_
Rp.

Rp.

Rp.

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

C. Rekapiturlasi Posisi Kas di Bendahara i)esa
Saldo di ldas

T'unai

Saldo di Bank
Saldo Total

Bendahara
20.
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RtrALISASI BIAYA KtrGIATAN

DESA:
KECAMATAN :

Uraian

Volume

Satuan
Harga
Satuan

(np)

Jumlah
APBDeS

tRp)

Jumlah
Sumber

Lain
(np)

Jr-rmlah
Sr,n'adaya

(npiTotal
Dari

APBDeS

Dati
Sumber

Lain

Dari
Swadaya

d=;--irc e f g=bxf h-cxf i=dxf
1, BAHAN A b C

11
t.2
13

Rp.. Rp... Rp...Sub Tota 1)

2. ALAT
)1
2.2
')1

Sub Total 2) Rp... Rp.. Rp..

3, UPAH
-{1

n)
1aJ.J

Rp. Rp... Rp,."sub Total 3)
Total Biaya Kegiatan Rp...

Sumtrer Dana
Total l3iaya Sumber Lain Rp.".

Total Swaclal'a
---:-Total Bia-l'a ( Kegiatarr + Sumtler + Srvada-vai

Rp...
Rp...

L,{enyetujui
Kepala Desa

t....................)

Pelaksana Kegiatan
Ketua

{.....................)
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Form. 19 : Laporan Realisasi Biaya oleh TPK

RBALISASI BIAYA KtrGIATAN
DESA :

KECAMATAN :

Uraian

Voiume

Satuan
Harga
Satuan

(np)

Jumlah
APBDeS

(np)

.Iumlah
Surnber

Lain

{np)

Jumlah
S'"vadaya

(npiTotal
Dari

APBDeS

Dari
Sumber

Lain

Dari
Srvada-t a

1. RAHA
N

a b C il=a-h-c f g=bxf h=cxf i=c1xf

1.1
't)
1a
1 _.)

Sub Total 1) Rp.. Rp.. Rp..

2. AL?,T

?, 1

2.2
n2

Sub Total 2i Rp.. Rp.." Rp...

3. UPAII
3't
3.2...........
3.3...........

Sub Total 3) Rp... Rp.. Rp......

Sumber Dana

Total Biaya Kegiatan Rp...

Total Biaya Sumber Lain Rp..

Total Si,vadaya Rp..

Total Biaya ( Kegiateu + Sumher + Swarlaya) Rp..""..

lVienyetujui
Iiepala Desa Pelaksana Kegiatan

Ketua

{....................} (............ ........)
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Form. 21 : Laporan tvaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan

DtrSA :.

KBCAMATAI{

I. PENDAHULUAN

il, PROGRAM DAN KBGIATAN ALOKASI DANA DBSA

A. PBNYELtrNGGARAAN PEMBRINTAHAN DESA

B. PEMBANGUNAN DESA
C. PEMBINAAN KEMASYARA]CATAN

D. PtrMBERDAYAAN MASYARAKAT

ifi. PBLAKSANAAN ALOKASI DANA DBSA
A. RtrALISASI ALOKASI DANA DESA
B. PtrNYtrI-ENGGARAAN PEM]'RINTAHAN DtrSA

C. PBMBANGUNAN DESA
D. PEMBINAAN KtrMASYARAKATAN

E. PtrMBtrRDAYAAN MASYARA}i{T
F. MANFAAT ALOKASI DANA DESA

IV. PBRMASALAHAN YANG DIFIADAPI

A. PtrRMASALAHAN
B. UPAYA PtrMtrCAHAN MASALA}{

V. PtrRKtrMBANGAN FISIK KEGIATAN

A. TARGET DAN RBALISASI KEGIATAI\* FISIK

B. FOTO-FOTO KtrGIA'TAN

VI. PBNUTUP

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ALOKASI DANA DtrSA
TAHUN ANGGARAN.....

Desa. ..Tanggal.

TIM PELAKSANA
KtrTUA

Mengetahui

CAMATKtrPALA DESA
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Form. 22 : Laporan Polaksanaan Pembangunan oleh Kerrala Desa kepada BPD

LAPORAN KEPALA DESA

A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN

RINCIAN ANGGARAN PtrNDAPAT'AN DAN BtrI-ANJA DtrSA TAHUN ANGGARAN...

i. PendapatanDesa Rp............

'2- BelanjaDesa

a. Bidang Penyelen€€araan Pemerintahan Desa Rp............

b. Bidzurg Pembangunan Rp............

c. Bidang Pembinaan Kemasl,avakatan Rp............

d. Ridaag Pemberdayaan Masyarakat Rp......".....

e. Ridang Tak Terduga Rp....".."....

Jurniah Belanja Rp"...,....... .. ....".. ...."

Surplus/Deiisit Rp............

3. Pembiayaan l)esa

a. Penerimaan Fembiayaan

b. Pengeiuaran Pembia.vaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )
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A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PtrNDAPATAN DAN BtrLANJA DESA TAHUN....

KODE
Rtr(trNIN

G

URAIAN ANGGARAN
(Rp.)

KETERANGAN

2 J i
t

I PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 i 2 Swadaya, Partisipasi dan Cotong Royong

1 1 .) Lain-lain Pendapatan Asli Desa valg sah

1 Z Pendapatan Tiansfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagran dari hasii pajak & retribusi daerah

Kabupaten/ Kota
1 2 a.f Alokasi Dana Desa
1 2 + Bantuan Keuangan
1 2 + 1 Bantuan Provilsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3 Pendapatan Lain lairt
1 3 1 Hibah dan Sumbangal dari pihak ke-3 yang tidak

menEdkat
1 J 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 I]ELANJA
2 1 Bidanq Pengelenqg araan Pemerintaltan Desa

2 1 1 Penghasila,n Tetap dan Tunjanga-tr
2 1 1 1 Belania Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Tuniangan Kepala Desa dan Perangkat

Tunianean BPD
'2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 o 2 Belania Barang dan Jasa

- Alat Tuiis Kanior
Benda POS

- PakaianDinas dan Atribut
PakaianDinas
Alat dzrn Bahanl(ebersihan
PerialananDinas
Pemeliharaan
Air, Listrik,clasnTelepon
Honor

2 1 2 3 Belania Modal
Komputer
Meia darr Kursi

2 I 3 OperasionalBPD
2 1

),) 2 Belania Barang dan Jasa
ATK

- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
-dst.

2 1 4 Operasional RT/ RW
2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa

ATK
- Penssandaan
- KonsumsiRapat

2 2 Bidans Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1 2 Belania Bararig dan .jasa

Upa]l Kerja
Honor

- dst............"...".
1 1 J Bel.ania Modal
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Semen
Material
dst..........

2 2 o Pengaspalan ialan desa
2 2 2 2 Belania Barans dal Jasa :

- Upah Keria
- Honor

2 2 2 .) Belania h{odal:
- Aspal
- Pasir
- dst .............

2 a
J Bidane Pemhinaan Kemasl,arakatan

2 J 1 Ke giatan Pem binaran Ketentraman dan Ketertib an
2 a\) I 2 Belania Barang dan Jasa:

Honor Pelatih
Konsr-rmsi

- Ba-han Pelatihal
- dst...................

2 3 2 Kesiatan.....

2 4 Bidang Pemberda-vaan lVlasyararkat

2 + 1 Kegiatan Peiatihan Kepaia l)esa dan Perangkat
2 4 1 2 Belania Barar-lg dan .Iasa:

- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
- dst................

2 4 2 Iiegiatan.,..

2 5 Bidattcl TakTerduqa
2 5 1 Keriatan Keiaciian Luar lSiasa

2 ) 1 Z Ilelania Banang dill Jasa:
- Honor iim
- Konsumsi

JUMLAH BtrLANJA

SURPLUS / DEFISIT

a PEMBiAYAAN
J 1 P ene-irn.a an P embia g aa n
J 1 1 SILPA
J 1 2 Pencairan l)ana Cadangan
J 1 ? Hasil Kekayaan f)esa Yang clipisahkan

.JUMLAH (RP )

.} 2 P eftct elu ar 0n P embi anl a an
J 2 1r Pembent-ukan Dana Cadangan
J 2 ) Penyertaan hlorial Desa

JUi\,ILAH (RP )

DiSETUJUI OLEH
KIIPAI.A DESA ,.......

TID
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}3^ FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BtrLANJA DESA

KODE
REKENIN

(:

URAIAN .IUMLAT{
ANGGARAN

(Rn.)

JUMLAH
RBALISASI

(Rp.)

LEBlFl/
KURANG

lRn.)

KET.

2 J 4 5 6

1 PENDAPAT.AN
1 1 Pe nd ats r$ anr Asll l)e.sa
1 1 I llasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi rlan

Gotong Royong
1 1 .) Lain-lain Pendapatan Asii

Desa yang sah

1 2 Pend.apatan Tramsfer
1 2 1 Dana l)esa
1 ) ) Bagian dari hasil p4jak &

retribusi daerah
kabupaten/ kota

1 2
.)
J Alokasi Dana Desa

1 2 4 Bantuan Keuangan
,l

2 4 1 Bantuan Prorrinsi
i 2 4 2 Bantuan Kabupaten I

Kota

1 .) Pendaoatatt Lgin lain
1 3 i Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang tidak
mensikat

1
a.) ) l,ain-lain Pendapatan

Desa vanq sah

JUMLAH PtrNDAPATAN

2 TJELANJA
2 1 Bid ang Pe nt1 ele ng g ar aa nPe

merintcshan. Desct

2 1 1 PenghasilanTetap dan
Tuniangan

2 i 1 1 BelaniaPegawai:

PenghasilanTetapKepala
Desa dan Perangkat

TunjanganKepaiaDesa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

2 i 2 Operasion alPerkantoran
2 1 2 a BelaniaBarang dart Jeisa

Alat Tulis Kantor
- Benda POS

PakaianDinas cian
Atribut

- PakaianDinas
- Alat dan

BahanKebersihan
PeriaiananDinas

- Pemeliharaan
Air, Listrik, da-n Telepon

- Honor
- dst....

2 I 2 aJ Belanla Moda-l

1
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- Komputer
- Meia dan Kursi
- Mesin TIK
- dst..

2 1 3 Operasional BPD
) 1 3 ) Belania Barang dan Jasa

- ATK
- Penggaldaan
- Konsurnsi Rapat
- dst..

2 1 4 Operasional RT/ RW
2 1 4 2 Beiania Barang dan .Jasa

- ATK
Penggadaan

- Ko sumsiRapat
- dst.

2 ? E3irl arr g Felai.:sa n aanr

Pe ml.ian gtt n ;:n I) r: ser

2 i Pert:aikan Sal::ran Irigasi
.l r]

1
,) Eelanja Eara;rg dan iirsa

- Upah Keria
- Honor
- dst..

z 2 1 3 Belania Moclal
- Seinen
- Material
- dst...

2 '2 2 Pensaspa-lan ialan desa
2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa :

- Uoah Keria
- Honor

rl sf

I a oZ J Belania Moda-l:
- Aspal
- Pasir
-dst.

2 2 J K t

2
,a
.) Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan Pembinaan

Ketentraman dan
Ketertiba-rr

I J 1 z Beiania Baranq dan Jasa:
- Honor Peiatih
- Konsumsi
- Bahan Peiatihan
- dst..

.) 3 2 Kesiatan..

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masvarakat

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa durn Perangkat

2 + 1 2 Belania Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan irelatihan
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dst.

2 /-+ 2 Keqiatan".

2 r Biclarzq Tak'{erduqa
'2 5 i Kegiatal Kejadian Luar

Biasa
2 5 1 2 Belania Barang dan Jasa:

- Honor tim
Konsumsi
Cbat-obatan
dst....

2 5 ) Kesiatan...

-TUMLAT{ BELANJA

SURPILIS I DEFISTT

J PEMBIAYAAN
1 Pe nerima ant Pembi at-l aan

3 1 1 SII"PA
a 1 2 Pencaira-n Dala Cademgau
3 1 J Hasil Kekavaan Desa Yang

di pisahkau
JUMLAH { RP }

.) 2 Penaeluara n Fetnbia u aar t

3 2 1 I)embentukan Dana
Cadangan

/)
\) 2 2 Penrrertaan Modal Desa

JUMLAH {RP )
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B. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PtrNYtrLENGGARAAN PBMtrRII{TAFIAN DtrSA

C. i t3idang Penyelenggaraalt Pernerintahan

NO. Sub Bidang Kegiatan
Banyaknya/

Jumlah

I 2 a) /4

1 Peraturan Perundang-
undangau.

a. PeraturanDesa

b. Peraturan Bersama Kepa.laDesa

c. PeraturanKepala Desa

d. Keputusan Kepala Desa

z. Kependudilkan. a. JumlahPencluduk:
i) Laki-laki
2) Perempuan
3) Jumlah Kepala Keiuarga
4) Jumlah Anggota Kelua"rga
5) .Jumlah Jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan:
1) Pendidikan Umum
2\ Pendidikan Khusus

c. Jumla,hPenduduk Menurut Mata
Pencaharian:
1) PNS
21 TNr
3) Sr,vasta

1.). Pertanahal. a- Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik
2) Sertifikat Hak Guna Usaha
3l Sertifikat Hak Pakai

b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertilikat
3) Tanah Kas Desa

c. Peruntukan:
1) Jalan
2\ Tanah Ladang
3) BangunanUmum
4) Perumahan
5l Ruang Fasilitas Umurn

d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan
2\ Rawa-r'awa

4. Manaj emen Pemerintahan. a. JumlahAparat Pemerintahan Desa
1) PNS
21 Non PNS

b. Jumlah Anggota BPD
c. Musyar,varah Desa
d. Musrengbalgdes
e. Musyawarah BPI}

5. Ketentraman dan
Ketertiban.

a. Pembinaan Hansip
1i Jumlah Anggota

Alzlt Pemarlam kebakaran
3 Jumlah Hansip Terlatih

b. Ketentraman dan Ketertiban:
1 Jumlah Keiadian kriminal
2 Jumlah Bencana Alarrr
.) JumlahOperasi. Penertiban
4 Jumlah Pos Keamanan
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5} .Iurniah Kecelakaan ltemaja
6. Pembinaan lembagaan

liemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga Kemas,yarakatan:

1i RtlRw - Ada/Tidak
'2]; PKK - Ada/Tidak
3) Karang Taruna - AdalTi<iak
41 Pos Pelal,ananTerpadu -

AdalTidak
5) LpM - AdalTidak

b. Lemb:rga kemas-varakatan membaltu
perrrerintah Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan,
pemtrinaan kemasyarakatal dan
pemberdayaan masya-rakat -
Yai Tidak

c. Lembaga kemasyarakatan set:agai
wadah partisipasi masyarakat dan
sebagai mitra Pemerintah l)esa -
Ya/'lidak

d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam peiaksanaan
program sektor dan program
Pemerintah Daerah - YalTidak

e. Lembasa Aclat - Ada Tidak
f, Lembaga adat dibentuk dengan

peraturan Desa terpisah dengan
lembaga kemas\rarakatan - Yai Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NC. Sub E3idang Kegiatan Jumlah/
Ada/ Tidak
Ada -
YalTidak

1 2 3 4

I Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km)
b. Jalan Kaburraten/Xota (Km)

c. .Jaian Provinsi (Km)
d. Jaian Negara (Km)
e. Jembatan (Buah)
f. Kaator Kepala Desa (Ada/Tidak)

2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum

1). Kelompok Berrnain (Jumlah)
2). Taman Kanak-Kanak {Jumlah)
3). Sekolah Dasar (Jumlah)
4). Sekoiah Menengah (Jutniahi
5). Akaderni (Jumlah)
6). Institut/ Sekolah Tinggi

(Jumlah)

b. Tempat Pendidikan Khusus
11. Pendidikan Pesantren (Jumlah)
2). Madrasah {Jumlah}
3). Sekolah LuarBiasa (Jumlah)
4i. Balai Latihaa Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlahi

J. Pembangunan Kesehatan Rurnah SakitUmum Pemerintah
(Jumlah)
Rumah Sakit Umum Swasta
i,Jutnlahi
Rumah Sakit Kusta (Jumlah)
Rurnah sakit Mata (Jumiah)
I?um.ah Sakit Jirva iJumlah)
Rumah Sakit Bersalin {Jumlahi
Run:ah Bician i.iumlah)
Puskesmas iJumiah)
Apotik (Jumlah)

+. Per:rba.ngr-rnan So sial Buciayo. :r., Sslr:ana Ol*.hra.ga.:

a.

Lt)"

C.

d.
e.
f.
ob.
h.
1
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dan Keagamaan 1i. Lapangan Umum (Jumlah)
2). Lapar,gan Khusus (Jumlah)

b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja {Jumlah)
2). Gedung Kesenian (Jumlah)
3i. Gedung Teater (Jumlah)
4). Gedung Bioskop (Jumlah)

c. Sarana Sosiai:
1). Panti Asuhan (Jumlah)
2). Panti Pijat Tunanerta

{.}umlah)
3). Panti Wordo {Jumiah)
4). Panti Jornpo (Jurnlah)

d. Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengurnuman

{.lurniah}
5. Pembangunan Lingkungan

I{idr-rp dan Pemukiman
a. Peml:angunan Perurnahan

Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)
b. Industri Besar {Jumlah)
c. Industri Sedang (Jumlah)
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)
e.
f.
0b.
h.

Tempat Rekreasi (Jumlah)
Hotel {Jumlah)
Restciran/ Rumah Makan (Jumlahi
Saluran lrisasi fJumlah)

C.3 Bidang Pembinaan Kemasvar-akatan

1 2 3 4
1 Sosiaiisasi Produk

Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang

Desa:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun2Al4

Tentang Desa (Berapa Kaii)
2) Peraturan Pernerintah No. 43 tahun

2O 1 4 Tentang PelaksanaanUndang-
Undang No. 6 Tahun 2A11 {Berapa
Kali)

3) Peraturan Menteri mengenai Desa
(Berapa Kali)

tr. Sosialisasi KebiiakanPemerintah Daerah
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang

Desa (Berapa Kalil
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

Tentang Desa fBerapa Kali]
c. Sosialisasi Kebiiakan PemerintahDesa

1) Sosiaiisasi Peratu::an Desa {}3erapa
ka-1i)

2i Sosia,lisasi Peraturan liepala Desa
3i Sosiaiisasi Peraturan Bersama Kepala

Desa {Berapa Kali)
Pelaksanaan Hak dan
Kewaiiban Masyarakat

a. Sosiaiisasi Pelaksanaan Hak dan
Kewaiiban Masvarakat (Berapa Kaii)

b. Masyarakat menyalripaikan informasi
kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

c. Masyarakat rrremperoleh informasi dan
pelayanan yane adii fYalTidak]

d. Mas3rarakat mendapatkal perlindungan
dari gangguan ketentraman dan
ketertitran iYa / Tidak)

e. Mas.yarakat berpartisipasi dalam berbagai
keqiatan di Desa fYalTidak]

3. Sosia-l tsudaya
Masvarakat

a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup
beragama {Berapa Kali)

b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah
raga dan kesenian (Berapa Kali)

c. Sosiaiisasi mengenai ketentramatr dan
ketertiban masvarakat (Berapa kali)
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cl. Sosialisasi mengenai lingkr-rngan hidup
(Reberapa kalii

e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan
kriminal {Berapa Kali)

f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
(Berapa Kali)

4. Sosial Keagamaan a" Maielis Taklirn Uumlah)
br. Maieiis gereia (Jumlah)
c. Maielis Budha (Jumlahi
cl. Maielis Hinrlu Uumlah)
e. I?emaia Masjid (Jumlah)
f. Remaia Gereja [iumlah)
s. Remaia Budha (Jumlah)
h. Remaja Hindu (Jumlah)

5. Ketenagakerjaarr a. Penyalur pembantu rutnah tangga
(.Ium1ah)

b. Penampung Pekerja keluar negeri
(Jumlahi

I. I3irlang Pemtrerdayaan Masyarakat

No. Sub Bidang Kesiatan
1

a .1 4

1 Sosialisasi dan motivasi masyarakat a. Bidang Sosial Budaya
{Berapa Kali)

b. Bidang Ekonomi
iBerapa Kali)

c. Bidang Politik (Berapa
Kaii)

d. Bidang lingkungan
hidup {Berapa Kali}

2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga
lBeraoa Kali)

b. Pemberdayaan Pemuda
(Berapa Ka]i)

c. Pemberdayaan Oiah
raga {Berapa Kalil

d. Pemberdayaan
Karangtaruna (Berapa
Kali)

-1. Penggalangan Partisipasi Masyarakat a. Bidang Pendidikan
{Beraoa Kali}

b. Bidalg Kesehatan
(Berapa Kaii)
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F'orm. 23 : Daftar Rekapitulasi Kepesettaan Penyelerrggaraau Jaulnan
Kesehatan Bagi Pemeriutah Desa Daalatau Jaminaa Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa dan Anegota BPD

REKAPITULASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEMERiI\TAH DESA DAN /ATAU JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN BPD

NO. Nama Jabatan Nomor Peserta I{eterangan
1 2 J 4

Mengetahui

Kepala Desa......,......Iietua 8PD.......

Cara pengisian:

K.olom 7 : diisi dengan Nomor Uru.tar. Pesettct

Kolom 2 : d.i.isi. dengan nanra penterintah Desq Yartg tel.a.h Terrla.frar Sebagai Peserta
Kolom 3 : Jabatan tsiisi derryan.jabatcLn peserta dal.ann kedu.dukannya sebagai pemerintah

Desa*tau BPD

fiolom 4 : diisi dengan nontor tantda. Register Yang dikel:uarkan Oleh Pengelenggara jantinan

kesehatan Danl Atcru ja.ninan Sosiat ketenaga.kerjaan

Ditetapkan di Jailolo

BUP4ffI

Iliunrlangkan cli Jailolo

pada tanggal i T.br.lo"i 2024

SEKRBTARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAFIERA BARAT

2424

BARA?,

DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A24

sesuai dengan aslinya,

Kabag. Hukurf 'l& Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

LL.M.

tV /aPem

Ass.Bid. Pem dan Kesra

Kepala BK-AD

Kepala DPMPD

Kabag.l{ukum & Organisasi

JA]VTES UA]YG

Itfi. sY

Nip. 19730128 2AA6 04 1 009

NOMOR 6

Pada tanggal t

BERITA


